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Penyelesaian Korupsi Ringan 

Albert Aries 
Pengajar FH 11-isakti, \nggota Masyarakat 1-lukum Pidana dan kriminologi Indonesia ("vfahupiki) 

' 
Jaksa Agung ST Burha-K
ontroversi pernyataan 

. nuddin di hadapan Ko-
rrtisi III DPR-yang menyebut
kan bahwa tindak pidana ko
rupsi dengan nilai kerugian ke
uangan negara di bawah Rp 50 
juta cukup diselesaikan dengan 
cara mengembalikan kerugian 
negara-perlu digali sebagai ci
kal bakal pemberantasan ko
rupsi yang progresif. 

Melalui Pusat Penerangan 
Hukum Kejaksaan Agung, Korps 
Adhyaksa sontak menyampai
kan klarifikasi. Disebutkan, per
nyataan Jaksa Agung merupak
an imbauan umum untuk men
jadi perrtikiran bersama, dan 
mencari solusi yang tepat dalam 
penindakan korupsi yang me
nyentuh pelaku atau masyarakat 
di level akar rumput, yang dila
kukan karena ketidaktahuan, ke
tidaksengajaan, dan kerugian ke
uangan negaranya relatif kecil. 

Persoalannya, ketentuan Pa
sal4 UU Pemberantasan Tindak , 
Pidana Korupsi (Tipikor) telah 
mengatur dengan tegas, pe
ngembalian kerugian keuangan 
negara, atau perekonorrtian ne
gara, tak menghapuskan dipi
dananya pelaku tindak pidana, 
sebagaimana dimaksud Pasal 2 
dan Pasal 3 UU Tipikor. 

Kini pernyataan itu menyi
sakan perdebatan, ant:ara lain 
mengenai dasar penentuan per
kara korupsi "di bawah Rp 50 
juta" termasuk kategori ringan 
(petty corruption), dapat dise
lesaikan secara administratif 
dengan mengembalikan keru
gian negara, dan parameter apa 
yang digunakanjaksa selaku pe
ngendali perkara (dominus litis) 
untuk menyelesaikan petty cor
ruption di luar pengadilan. 

Paradigma menghukum 
Diskursus bermula dari data 

yang disajikan salah satu ang
gota DPR mengenai tak sedikit 
kasus korupsi Dana Desa yang 
nilainya sangat rendah, dan ha
nya beda (selisih) Rp 5-7 juta, 
tetapi kasusnya tetap diselesai
kan lewat jalur pengadilan de
ngan segala biaya dan proses 
hukum yang begitu panjang. 

Penganut asas legalitas seca
ra absolut tentu akan berpan
dangan, tindak pidana korupsi 
dalam. Pasal 2 atau Pasal 3 UU 
Tipikor tidak bisa dini\ai dari 
nominalnya, atau diselesaikan 
dengan mengembalikan keru
gian keuangan negara, sekali
pun dilaksanakan atas nama pro 
justitia, karena dianggap tidak 
menimbulkan efek jera. 

Selain itu, terdapat pandang
an umum yang menganalogikan 
korupsi sebagai genus khusus 
dari pencurian (Pasal 362 
KUHP) yang merupakan delik 
forrrtil, di mana beberapa yuris
prudensi telah memberikan ka
idah hukum bahwa pengem
balian barang yang dicuri tidak 
menghapus pidana, tetapi ha
nya menjadi faktor yang me
ringankan pelaku. 

Seperti dikutip Kompas.id 
dari Haryatrnoko (2003), "Ba
nalisasi Korupsi" adalah feno
mena ketika orang menjadikan 
kejahatan (korupsi) sebagai se
suatu yang biasa dan merasa 
tidak bersalah melakukannya. 
Suatu saat nanti banalitas di
khawatirkan menjadi impuni
tas, yaitu kegagalan untuk 
membawa pelaku kejahatan 
(korupsi) untuk mempertang
gungjawabkan perbuatannya. 

amun, kekhawatiran ini tak 
boleh mengurung kita dalam 

- paradigmafollow the suspectda
lam pemberantasan tindak pi
dana korupsi, yang tujuannya 
cenderung menghukum pelaku 
(efek jera), tetapi melupakan 
follow the money dalam upaya 
pengembalian kerugian keu
angan negara serta efisiensi pe
negakan hukum itu sendiri. 

Diskresi jaksa 
Dalam menyu·sun kebijakan 

dan strategi pemberantasan 
korupsi, juga perlu diingat bah
wa melalui UU No 7 Tahun 
2006 Indonesia telah meratifi
kasi Konvensi PBB Menentang 
Korupsi (UNCAC 2003). 

Yang m~narik, Pasal 37 Ayat 

2 dan 3 UNCAC telah meng
amanatkan negara peserta me
nyediakan kemungkinan untuk 
meringankan hukuman dan 
bahkan dalam batas-batas ter
tentu memberikan kekebalan 
terhadap terdakwa yang mem
berikan kerja sama penting 
(substansial) dalam penyelidik
an atau penuntutan korupsi. 

Sebagai perbandingan, di ne
gara-negara yang menganut 
common law system, seperti Ka
nada dan Australia, telah dike
nal model plea bargaining, yaitu 
suatu kesepakatan dari nego
siasi an tara jaksa dan terdakwa 
yang telah mengakui kesalahan
nya sehingga terdakwa dapat 
dihukum dengan model dan du
rasi hukuman lebih ringan. 

Konsep serupa, tetapi tidak 
sama dengan plea bargaining 
juga telah diperkenalkan dalam 
Pasall99 RKUHAP sebagai "ja
lur khusus" bagi terdakwa yang 
mengakui semua perbuatan 
yang didakwakan, yaitu bagi 
tindak pidana yang ancaman-

r nya tak lebih dari tujuh tahun 
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penjara, kemudian penuntut 
umum akan melimpahkan per
kara tersebut dalam acara pe
meri,ksaan singkat. 

Menilik revisi teranyar atas 
UU Kejaksaan, kewenangan 
jaksa untuk melaksanakan dis
kresi penuntutan (prosecutorial 
discr~tionary) kian diperkuat 
dengan "sisipan" Pasal 34A UU 

o 11 Tahun 2021 tentang Per-
• ubahan atas UU No 16 Tahun 

2004, yang mengatur untuk ke
pentingan penegakan hukum 
jaksa dan/a tau penuntut umum · 
dapat bertindak menurut pe
nilaiannya dengan memperha
tikan peraturan perundang-un
dangan dan kode etik. 

Namun, ketentuan diskresi 
penuntutan untuk perkara ko
rupsi yang termasuk kategori 
petty corruption, misalnya di ba
wah Rp 50 juta, harus disertai 
kajian yuridis, ekonomis, dan 
sosiologis, serta perlu disin
kronkan dengan Peraturan 
Mahkamah Agung No 1 Tahun 
2020 tentang Ped_oman Pemi
danaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 
Tipikor, yang telah mengate
goril{an kerugian negara paling 
ringan untuk Pasal 3 UU Ti
pikor, yaitu Rp 200 juta. 

Perhitungan kerugian keu
angan negarajuga tak bisa disa
maratakan untuk suatu kasus 
dengan kasus lainnya karena 
tergantung sifat kasus, penilai
an auditor, dan kriteria apa yang 
digunakan. Oleh karena itu, di
perlukan ·peraturan pelaksana
an untuk mengatur Jebih lanjut 
mengenai parameter obyektif 
bagi jaksa untuk melakukan 
diskresi penuntutan terhadap 

....petty corruption. 
Pertama, perlu parameter 

tingkat kesalahan (schuld) yang 
termasuk ringan, misalnya ter
dakwa melakukan perbuatan 
karena kurangnya pemahaman 
atau pengetahuan. Kedua, ting
kat dampak (impact) yang ri
ngan, misalnya perbuatan ter
dakwa dampaknya hanya ter
jadi dalam skala kecil yang tidak 
berdampak luas. 

Ketiga, apakah memang be
tul ada fraud dalam pengelolaan 
dana atau pengadaan barfUig 
dan jasa, misalnya proyek, ke
giatan, dan honornya tak fiktif, 
serta barang dan jasa yang di
terima tak sesuai spesifikasi da
Jam kontrak, tetapi masih bisa 
digunakan atau dimanfaatkan. 

Pendekatan multidisipliner 
Pepatah dalam bahasa Be

landa yang berbunyi het recht 
hink achter defeiten aan kiranya 
masih cukup relevan untuk 
mengingatkan kita bahwa hu
kum selalu tertinggal dari re
alitas dan kebutuhan zaman. 

Keberadaan Pasal 4 UU Ti
pikor yang dibuat 23 tahun silam 
tentu tak dapat dilihat dengan 
"kacamata kuda", khususnya da
lam petty corruption yang jika 
diproses mungkin akan meng
habiskan biaya. dan waktu yang 
jauh Iebih besar daripada pe
ngembalian kerugian keuangan 
negara, sebagaimana adagium 
Quod vanum et inutile est, lex non 
requirit (hukum t3k menghen-
daki apa yang sia-sia dan tak • 
berguna). 

Mengutip pandangan Lim 
Kurniawan selaku .!fraud exa
miner, pada dasarnya kerugian 
keuangan negara te:rjadi jika 
prestasi yang diterima negara 
lebih kecil dari uang yang di
bayarkan negara Sarna halnya 
dengan prinsip akuntansi, pres
tasi yang diterima dari sisi de
bit, sedangk_an uang yang dike
Juarkan negara di sisi kredit, di 

~ mana antara sisi debit dan kre
dit harus sama (balance). 

Untuk itu, pemberantasan 
korupsi yang efektif dan efisien 
perlu dilakukan dengan pen
dekatan yang multidisipliner 
.dan bukan sekadar yuridis-dog
matis, salah satunya melalui 
analisis' ekonomi terhadap hu
kum, apakah suatu penegakan 
hukum korupsi yang timbul da
ri suatu kerugian negara yang 
ringan justru malah menambah 
beban pengeluaran negara? 


